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 ABSTRAK  - Untuk meningkatkan layanan jasa hukum di bidang partai politik, perlu 

mengakomodir perkembangan kebutuhan masyarakat melalui penerapan 

sistem pelayanan partai politik berbasis teknologi informasi. Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik, 

belum mengatur mengenai pelayanan partai politik berbasis teknologi 

informasi, sehingga perlu diganti, karena itu perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran 

Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.  

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.2 Tahun 2008 

sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011;  UU No.39 Tahun 

2008; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 

sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.  

  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pendaftaran 

Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik dengan menetapkan 

batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Partai Politik adalah 

organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga 

negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-

cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 

masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diatur tentang Pendaftaran 

Pendirian Badan Hukum Partai Politik, Pendaftaran Perubahan AD Partai 

Politik dan/atau ART Partai Politik, dan Pendaftaran Perubahan 

Kepengurusan Partai Politik.  

 CATATAN : -  Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2017 dan 

diundangkan pada tanggal 8 Januari 2018. 

  -  Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak 

tanggal diundangkan. 

  -  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan 

pendaftaran pendirian Badan Hukum Partai Politik, perubahan AD Partai 

Politik dan/atau ART Partai Politik, serta perubahan kepengurusan Partai 

Politik yang telah diajukan dan masih dalam proses, tetap diselesaikan 

berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan 



Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta 

Pergantian Kepengurusan Partai Politik. 

  -  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai 

Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 


